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ABSTRAK
	Resqiani Putri Safri. 04020200105: dengan judul “Penerapan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar” (studi kasus Putusan No.91/Pid.Sus/2023/PN Mks. Di bawah bimbingan Zainuddin sebagai Ketua Pembimbing, dan M. Azham Ilham sebagai Anggota Pembimbing.
	Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pidana perdagangan orang dalam Putusan No.91/Pid.Sus/2023/PN Mks, 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhdap pelaku dalam Putusan No.91/Pid.Sus/2023/PN Mks.
	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dikaji. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban mendapat keadilan. Definisi yang jelas dan komprehensif tentang tindak pidana perdagangan orang penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk apparat penegak hukum, memahami unsur-unsur kejahatan tersebut dengan baik. Perlindungan korban perdagangan orang harus menjadi prioritas utama dalam penerapan yuridis. Ini termasuk memberikan akses terhadap layanan rehabilitasi, Kesehatan, dan bantuan hukum bagi korban, serta melindungi mereka dari resiko lebih lanjut. Karena perdagangan orang sering melibatkan perpindahan lintas batas, Kerjasama internasional dalam penegakan hukum sangat penting untuk memberantas kejahatan ini secara efektif. Selain penegakan hukum, uoaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui Pendidikan masyarakat, pelatihan bagi apparat penegak hukum, dan pengawasan terhadap area-area yang rentan terhadap perdagangan orang. Penerapan yuridis terhadap perdagangan orang memerlukan dukungan masyarakat yang luas untuk memastikan bahwa Tindakan preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya pemberantasan kejahatan ini dan perlindungan hak asasi manusia secara luas. 
Kata kunci: Penerapan hukum pidana materil, Penetapan sanksi pidana, Perdagangan di bawah umur, Perlindungan korban.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).[footnoteRef:1] Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak terartur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. [1:   C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Jakarta Balai Pustaka, 1989, hlm 346] 

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Simamora, 2014). Oleh karena itu hak-hak dan martabat manusia harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya tata kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera tanpa ada diskriminasi kepada seluruh masyarakat (Kleden, 2004).[footnoteRef:2] [2:  Zainuddin, et al. Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Journal Of Lex Teory. Vol 1. No 2. 2020. Hlm 182.] 

Masalah kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks, seringkali kurang dipahami karena tidak dipertimbangkan secara menyeluruh. Tingkat dan jenis kejahatan dapat bervariasi antara wilayah pedesaan dan perkotaan, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Perubahan dalam kondisi individu juga memainkan peran penting dalam memengaruhi kecenderungan dan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam perilaku criminal. Setelah itu, individu tersebut turut memengaruhi orang-orang di sekitarnya serta lingkungan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial, baik dengan dampak yang bersifat positif maupun negatif.[footnoteRef:3] [3:  Syaparuddin, Studi tentang Tindak Pidana Pelacuran di Kota Makassar, Pleno De Jure, 2018, hlm. 10.] 

Suatu tingkat penyimpangan pasti akan berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat secara umum. Ketika perilaku yang melanggar norma dan prinsip sosial yang berlaku dalam masyarakat, maka hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan. Salah satu perilaku hal yang menyimpang yaitu perdagangan manusia (Human Trafficking) yang telah dianggap sebagai kejahatan terhadap manusia dikarenakan maraknya kasus ini. Perdagangan manusia juga dikenal sebagai Human Trafficking, yaitu praktik kejam yang melibatkan perpindahan ilegal orang-orang melalui pemaksaan, penipuan, penjebakan, atau eksploitasi untuk tujuan komersial. Hal ini merupakan bentuk serius dalam penyalahgunaan hak asasi manusia dan merugikan banyak orang.[footnoteRef:4] [4:  Sufirman Rahman, et, al. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Human Trafficking. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. 2024. Hlm 2.] 

Perbudakan atau penghambaan telah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada masa kekuasaan raja-raja pada zaman dahulu, perempuan sering kali dianggap sebagai bagian yang melengkapi struktur pemerintahan feodal.[footnoteRef:5] Pada masa tersebut, gagasan tentang kekuasaan seorang raja sering kali dipuji sebagai sesuatu yang agung dan mulia. Kekuasaan absolut raja, di antara hal lainnya, tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diberikan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sedangkan yang lainnya diberikan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sedangkan yang lainnya diberikan sebagai hadiah dari kerajaan lain. Namun demikian, ada juga yang berasal dari kalangan kelas bawah yang diperdagangkan atau diserahkan oleh keluarganya dengan tujuan agar keluarga tersebut memiliki ikatan langsung dengan keluarga kerajaan.[footnoteRef:6] [5:   Abdussalam, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Restu Agung, 2006, hlm. 68.]  [6:  Dafidson Rajagukguk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018), Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2020, hlm. 18.] 

Pada era kemerdekaan, terutama di masa reformasi, perbudakan atau penghambaan tidak lagi diterima, namun kemajuan dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang mempercepat globalisasi telah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi praktik perbudakan dan penghambatan ke dalam bentuk baru, yaitu perdagangan orang (Human Trafficking). Praktik ini beroperasi secara rahasia dan melanggar hukum, dengan pelaku perdagangan orang (Trafficker) yang berkembang menjadi sindikat lintas negara, mengikat mangsanya dengan halus namun mengeksploitasinya dengan kejam, membuat korban tidak berdaya untuk membebaskan diri.[footnoteRef:7] [7:  Ibid.] 

Isu perdagangan manusia, yang dikenal sebagai Human Trafficking, akhir-akhir ini menjadi topik yang sering diperdebatkan baik secara regional maupun global, dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Meskipun perdagangan manusia bukan fenomena baru, dalam beberapa tahu terakhir, masalah ini telah muncul dengan lebih terang-terangan dan menarik perhatian tidak hanya pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian transnasional. 
Dalam konteks Trafficking, kelompok yang paling rentan adalah perempuan, terutama yang berasa dari latar belakang keluarga miskin, pedesaan, atau yang putus sekolah yang mencari pekerjaan. Ada berbagai faktor yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: kelemahan dalam penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan, serta kurangnya indormasi mengenai Trafficking. Tindak pidana perdagangan orang umumnya melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang termasuk perlakuan kejam dan bahkan mirip dengan bentuk perbudakan. Korban sering kali merasa tidak berdaya karena terjebak dalam jaringan yang sulit diidentifikasi, menyulitkan upaya penyelesaiannya.[footnoteRef:8] [8:  Angga Putra Mahardika, Skripsi: Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm. 3-4.] 

Beberapa faktor yang mendukung perdagangan orang termasuk permintaan akan pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keterampilan khusus, upah yang rendah, dan kurangnya kesulitan dalam perjanjian kerja. Hal ini mendorong para Trafficker untuk terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. Dari perspektif ekonomi, kegiatan bisnis semacam ini dapat menghasilkan keuntungan besar, dan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik atau pengelola perusahaan yang menggerakkan tenaga kerja, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh parah Trafficker untuk memperdaya korban dan calon korban perdagangan manusia.[footnoteRef:9] [9:   Ibid., hlm. 5.] 

Para pelaku perdagangan orang bekerja dengan sangat teratur dan terorganisir. Mereka biasanya menarik korban menggunakan berbagai macam tipu daya, seperti memberikan janji-janji palsu kepada calon korban. Beberapa pelaku langsung menghubungi calon korban, sementara yang lain menggunakan modus pengiriman tenaga kerja, baik itu dalam skala lokal maupun lintas negara, dengan proses penyaluran, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan yang disusun dengan cermat agar tidak terdeteksi oleh hukum yang berlaku. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin dilindungi oleh aparat pemerintah atau penegak hukum. Pelaku dapat bekerja sendiri atau sebagai bagian dari jaringan terorganisir yang menggunakan berbagai metode, mulai dari yang sederhana seperti rayuan dan penipuan hingga tindakan hingga tindakan kekerasan. Mereka juga menggunakan teknologi modern, seperti pemasangan iklan, panggilan telepon seluler yang bisa diakses dari mana saja, dan internet.[footnoteRef:10] [10:  Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia–Rajawali Pers, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 78.] 

Ada beragam modus operandi dalam perdagangan manusia, tetapi yang paling mencolok di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, konflik dalam keluarga atau perceraian, dampak bencana alam, serta ketidakadilan gender. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang strategis, situasi keuangan negara, perlindungan hukum terutama dalam hal hak asasi manusia yang kurang memadai, serta rendahnya pemahaman moral dan nilai-nilai agama, semuanya berkontribusi pada peningkatan permintaan untuk bekerja di luar negeri. 
Iming-iming gaji besar dan kebutuhan keterampilan yang minim membuat banyak orang tertarik. Kurangnya peluang kerja di dalam negeri, budaya konsumtif masyarakat, dan faktor lingkungan juga ikut mendukung trend ini. Di sisi lain, penggunaan tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor informal, dianggap menguntungkan karena mereka dapat diberi upah rendah, bersifat patuh, loyal, dan mudah diatur.
Situasi ini telah menciptakan beragam modus operandi yang semakin berkembang, karena sistem hukum di Indonesia masih kurang kuat, terutama dalam penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia dan meningkatkan regulasi sistem hukum, termasuk aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Selain itu, upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan tingkat pendidikan, serta mengedepankan pendidikan moral harus terus dipromosikan dan diterapkan secara konsisten. 
Ada beberapa hal utama yang dapat menegakkan ketertiban dan kesejahteraan hidup manusia yang  di atur dan di lindungi oleh syariat Islam diantaranya :
1. Bahwa perempuan dan laki–laki memiliki derajat yang sama dihadapan Allah SWT. Hal ini dapat diliat dalam surah An–Nahl Ayat 97 :
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩
Terjemahan: “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki–laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”[footnoteRef:11] [11:   Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahan, Cet. V, Surabaya, penerbit Mahkota, 2001 ] 


2. Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Firman Allah SWT. Dalam surah Al–Isra Ayat 32 :
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝٣
Terjemahan: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”[footnoteRef:12] [12:  Ibid.] 


Perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Ironisnya, data yang terlihat mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan, namun kita harus menyadari bahwa data yang terlihat hanya mencerminkan sebagian kecil dari gambaran keseluruhan. Jauh lebih banyak kasus yang tidak terdeteksi atau tidak terdokumentasikan. 
Seperti contoh kasus yang terjadi di tempat Hotel Bahagia kamar 108 Jl. Buru No. 23 – 25 Kota Makassar dimana terdakwa Bernama Farhan Firdaus (19 Tahun) sebelumnya sudah mengenal anak korban Bernama Larasati Nurcahya (14 Tahun) sekitar 7 (tujuh) hari melalui akun social media Facebook sekitar bulan November 2022 namun baru pertama kali bertemu pada tanggal 2 Oktober 2022 yang mana hubungan terdakwa Farhan Firdaus dengan anak korban Larasati Nurcahya berstatus pacaran. 
Selanjutnya terdakwa Farhan Firdaus mengajak anak korban Larasati Nurcahya ke Hotel Bahagia kamar 108 di Jalan Buru untuk menginap dan setelah itu terdakwa Farhan Firdaus melakukan negosiasi terhadap Saksi Sumar Salim Lewa (Security Hotel) untuk berhubungan/bersetubuh dengan anak korban Larasati Nurcahya setelah negosiasi dengan anak korban Larasati Nurcahya pun mau dan setelah Saksi Sumar Salim Lewa (Security Hotel) berhubungan badan/bersetubuh dengan anak korban Larasati Nurcahya langsung diberi upah sebesar Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah).
Adapun beberapa hari setelah anak korban di promosikan melalui aplikasi MiChat selanjutnya mulai dari hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 anak korban Larasati Nurcahya melayani 4 tamu, hari Selasa 3 tamu, hari Kamis 3 tamu, 1 tamu di Hotel Novotel dan 1 lainnya pegawai Hotel, hari Jumat sore anak korban Larasati Nurcahya melayani 4 tamu karena di pagi hari anak korban sakit demam, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 8 Oktober 2022 setelah melayani salah satu tamu anak korban Larasati Nurcahya sempat melarikan diri namum ditahan oleh terdakwa Farhan Firdaus untuk tetap di dalam kamar Hotel, hari Minggu 3 tamu, hari Senin 2 tamu, hari Selasa 2 tamu. 
Adapun hasil penjualan yang diperoleh oleh terdakwa Farhan Firdaus terhadap anak korban Larasati Nurcahya berkisar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut diambil oleh terdakwa Farhan Firdaus dan tidak ada sepeser pun yang diberikan kepada anak korban Larasati Nurcahya dari, keuntungan terdakwa Farhan Firdaus secara materil yang diperoleh dari hasil penjualan melalui aplikasi MiChat tersebut sekitar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).
Berdasarkan pada uraian ini maka penulis merasa perlu untuk malakukan penelitian dengan judul yaitu: 
“Penerapan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah :
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2023/PN Mks.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2023/PN Mks.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2023/PN Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2023/PN Mks.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum pidana terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar.


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Traffikcing)
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengiriman, pimindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk–bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.[footnoteRef:13]  [13:  Tri Wahyu Widiastuti, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Wacana Hukum, 2010, hlm. 108.] 

Perdagangan orang merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini hak–hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia. Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. 
Perbudakan perkembangan seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Pada masa itu perbudakan dianggap sebagai keadaan yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.[footnoteRef:14] [14:  Henny Nuraeni, Tindak Pidana Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta, Sinar Grafika, 2011 hlm. 350.] 

Trafficking menurut Komisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, menyerahterimahkan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan–pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut, misalnya:[footnoteRef:15] [15:  Koalisi Perempuan Indonesia, Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan, Makalah KPI , Jakarta, 2008, hlm. 1.] 

a. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari.
b. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
Perdagangan anak adalah kegiatan sebagaimana diatas terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun, klasifikasi ini merujuk pada konversi hak anak yang dikeluarkan PBB dan sejak tahun 1990 telah diratifikasi melalui kepres No. 36 tahun 1990.[footnoteRef:16] [16:  LBH Apik, Waspadai Sindikat Perdagangan Anak Perempuan, Edisi 19, Suara Apik, 2000, hlm. 1.] 

Pasal 1 konvensi tersebut menyatakan bahwa: Seorang anak berarti setiap orang laki–laki atau perempuan yang berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan menurut protokol PBB, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan dan anak adalah: Segala tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan tangan, dan penerimaan perempuan dan anak dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk–bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, bujukan, penyalah gunaan kekerasan atau posisi kerentanan (situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan bebas) atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan–keuntungan guna mencapai keinginan atau menguasai orang lain.[footnoteRef:17] [17: Ibid., hlm. 10.] 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang–undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan Tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga harus diberantas. Peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh da terpadu bagi upaya perberantasan tindak pidana perdagangan orang, sehingga perlu membentuk Undang–Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
· Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Froms of Discrimination Against Women); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
· Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.[footnoteRef:18]  [18:  Perdagangan Orang – Tindak Pidana – Pemberantasan 2007, UU NO.21,LN. 2007/NO. 58, TLN. NO.4720, LL SETNEG : 37 HLM, https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/100, diakses pada tanggal 5 Januari 2024] 

3. Tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Tindak pidana perdagangan orang memiliki tujuan yang berkaitan dengan eksploitasi manusia untuk keuntungan pribadi atau ekonomi. Tujuan utama dari pelaku perdagangan orang adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau manfaat lainnya dari pemanfaatan korban. 
Beberapa tujuan umum dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Termasuk : 
· Eksploitasi Seksual
Salah satu tujuan utama perdagangan orang adalah untuk memanfaatkan korban secara seksual. Ini dapat mencakup prostitusi paksa, perdagangan seks anak-anak, atau pekerjaan di industri seksual tanpa persetujuan korban. 
· Eksploitasi Buruh
Pelaku perdagangan orang dapat mencari keuntungan dengan memanfaatkan korban untuk bekerja dalam kondisi buruh yang tidak manusiawi. Korban sering kali dipaksa bekerja dalam sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, atau pabrik dengan gaji rendah atau bahkan tanpa gaji sama sekali. 


· Perdagangan Organ
Beberapa kasus perdagangan orang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan organ korban. Organ korban dapat diambil tanpa izin mereka dan dijual di pasar organ ilegal.
· Pekerja Imigran Tidak Sah
Pelaku perdagangan orang dapat memanfaatkan orang-orang yang mencari pekerjaan di negara-negara asing dengan cara yang melanggar hukum. Mereka mungkin meminta imigram tidak sah membayar jumlah uang besar untuk “bantuan” dalam perjalanan dan pekerjaan, hanya untuk memanfaatkannya lebih lanjut. 
· Pernikahan Paksa
Dalam beberapa kasus, tindak pidana perdagangan orang melibatkan pernikahan paksa, dimana korban dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang akan memanfaatkannya secara eksploitatif.
· Pengelolaan Perdagangan Anak-Anak
Perdagangan anak-anak sering kali dilakukan untuk keuntungan finansial. Anak-anak dapat dieksploitasi dalam bentuk pekerjaan paksa, pengemis paksa, atau perdagangan seks anak-anak.


· Perdagangan Forced Begging
Korban perdagangan orang dapat dipaksa untuk melakukan mengemis, dan uang yang diperoleh dari kegiatan tersebut diambil oleh pelaku.
· Pengambilan Idenstitas
Beberapa kasus melibatkan perdagangan orang untuk pengambialihan identitas, di mana korban dipekerjakan atau dieskploitasi dengan cara yang merugikan identitas mereka. 
Tujuan utama dari Tindak Perdagangan orang adalah mendapatkan keuntungan ekonomi atau pribadi, dan ini seringali terjadi melalui penindasan dan eksploitasi korban yang rentan. Langkah-langkah penegakan hukum, perlindungan korban, dan kesadaran masyarakat penting untuk melawan dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang.[footnoteRef:19] [19:  https://www.kemenkopmk.go.id/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo, diakses pada tanggal 5 Januari 2024] 

4. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Upaya pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui Pencegahan Preemtif dan Pencegahan Preventif. Pencegahan Preemtif merupakan Tindakan yang harus dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat Pencegahan Preventif merupakan upaya langsung yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan Korporasi yang ada, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang. 
Menginat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai Leading sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. 
Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah yang bersifat Adhoc dan Multistakeholder yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengarahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang, sehingga diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi Provinsi terdepan dan tersukses dalam menangani pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan. 
5. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Perlidungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segerah memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang di jamin dan di lindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khusnya pada distribusi sumber daya, baik pada pringkat individu maupun struktual.[footnoteRef:20] [20:  Hambali Thalib, et al. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pemidanaan Peelindungan Anak. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. 2021. Hlm 5.] 

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang melibatkan serangkaian langkah dan strategi yang bertujuan untuk menyediakan keamanan, dukungan, dan pemulihan bagi individu yang telah mengalami eksploitasi. 
Berikut adalah beberapa aspek utama dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang :
· Identifikasi dan Pendaftaran Korban 
Melibatkan petugas penegak hukum, pekerja sosial, atau penyedia layanan yang dapat mengenali korban perdagangan orang. Setelah diidentifikasi, korban dapat didaftarkan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan lebih lanjut.
· Perlindungan Identitas
Memberikan perlindungan identitas agar korban dapat hidup tanpa resiko penganiayaan atau balas dendam dari pelaku. Hal ini dapat mencakup penggunaan nama samara, penghapusan informasi pribadi cari catatan resmi, dan Tindakan lain yang menjaga kerahasiaan korban.
· Tempat Perumahan Aman
Menyediakan tempat perumahan aman dan rahasia bagi korban, yang mencakup fasilitas keamanan dan akses ke layanan dasar seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari – sehari.
· Pengawasan Keamanan
Menyediakan pengawasan keamanan jika diperlukan, terutama bagi korban yang beresiko tinggi atau masih dalam ancaman dari pelaku. 
· Dukungan Kesehatan Mental dan Fisik
Memberikan akses kepada korban untuk layanan Kesehatan metal dan fisik yang komprehensif, termasuk layanan psikoterapi, konseling, dan perawatan medis yang diperlukan.
· Bantuan Hukum
Menyediakan bantuan hukum kepada korban, termasuk representasi hukum selama proses hukum dan pemulihan.
· Perlindungan Korban Anak-Anak
Memberikan perlindungan khusus bagi korban anak-anak, termasuk fasilitas dan layanan yang ramah anak dan peraturan khusus yang melibatkan hak-hak anak. 
· Pemulihan Psikososial
Menyediakan program pemulihan psikososial yang mendukung korban mengatasi trauma dan membangun kesehatan mental.
· Pendidikan dan Pelatihan
Memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka mengintegrasikan kembali ke masyarakat dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.
· Reintegrasi Masyarakat
Mengintegrasikan korban kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan mendukung, melibatkan kerja sama dengan komunitas lokal dan pemimpin masyarakat.
· Bantuan Sosial dan Ekonomi
Mengakses program bantuan sosial dan ekonomi untuk membantu korban membangun kembali hidup mereka dan menghindari kembali terjerat dalam situasi yang merugikan.
· Partisipasi Korban
Menggali partisipasi aktif korban dalam pengambilan keputusan tentang rencana pemulihan mereka, memberikan mereka kendali atas kehidupan mereka sendiri. 
· Pemberian Status Khusus
Memberikan status khusus kepada korban, seperti status imigrasi yang aman dan perlindungan dari deportasi untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan. 
Perlindungan terhadap korban perdagangan orang memerlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi sangat penting untuk memastikan bahwa korban menerima dukungan yang sesuai dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan dan intergrasi kembali ke dalam masyarakat. 
B. Tinjauan Umum Pemicu Praktek Perdagangan Orang (Traffikcing) 
1. Faktor-faktor terjadinya Praktek Perdagangan Orang 
Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini dapat membuat individu lebih rentan terhadap eksploitasi dan memfasilitasi terjadinya praktifk perdagangan orang. 
Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perdagangan orang : 
· Kemiskinan
Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit seringkali lebih rentan terhadap eksploitasi. Kemiskinan dapat memaksa orang mencari peluang pekerjaan diluar wilayah mereka, membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan orang yang menawarkan janji-janji pekerjaan yang menggiurkan. 
· Keridaksetaraan Gender
Perempuan dan anak perempuan sering menjadi korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekurangan akses Pendidikan dapat meningkatkan resiko perempuan dan anak perempuan menjadi korban. 
· Konflik dan Krisis Kemanusiaan
Konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan situasi konflik, dapat menciptakan kondisi dimana orang menjadi lebih rentan terhadap perdagangan orang. Orang mungkin terpaksa mengungsi atau meninggalkan rumah mereka, meningkatkan resiko menjadi korban perdagangan. 
· Ketidakstabilan Politik
Ketidakstabilan politik dan hukum di suatu negara atau wilayah dapat menciptakan lingkungan dimana pelaku perdagangan dapat beroperasi tanpa hambatan. Kehancuran sistem keamanan dan ketidakpastian hukum dapat memfasilitasi Praktek Perdagangan Orang. 

· Globalisasi dan Mobilitas Tenaga Kerja
Mobilitas tenaga kerja yang tinggi dalam era globalisasi dapat menciptakan peluang bagi pelaku perdagangan untuk memanfaatkan orang-orang yang mencari pekerjaan diluar negeri. Rantai pasokan global juga dapat menjadi sarana untuk memindahkan orang secara ilegal.
· Korupsi 
Tingkat korupsi yang timggi di berbagai tingkatan pemerintahan dapat membuat pelaku perdagangan lebih mudah menghindari penegakan hukum. Korupsi dapat melibatkan petugas keimigrasian, polisi, atau pejabat lain yang dapat disuap atau terlibat dalam praktik-praktik ilegal. 
· Ketidakpastian Hukum dan Keamanan
Ketidakpastian hukum dan keamanan dapat menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan. Tanpa perlindungan yang memadai, individu dapat menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi. 
· Pengangguran dan Keterbatasan Peluang Pekerjaan
Tingginya tingkat pengangguran atau keterbatasan peluang pekerjaan di suatu daerah dapat membuat individu mencari pekerjaan di tempat-tempat yang lebih rentan terhadap perdagangan orang. 

· Kurangnya Pendidikan dan Informasi
Kurangnya akses terhadap Pendidikan dan informasi dapat membuat individu kurang mampu mengenali potensi resiko perdagangan orang atau memahami hak-hak mereka.
· Perubahan Iklim
Perubahan iklim dan bencana alam dapat menyebabkan imigrasi besar-besaran dan meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi, terutama di antara kelompok-kelompok yang kehilangan mata pencaharian atau rumah mereka. 
· Perkembangan Teknologi 
Teknologi modern, seperti internet dan media sosial, dapat digunakan oleh pelaku perdagangan untuk memancing korban, melakukan perekrutan, dan mengkoordinasikan kegiatan ilegal mereka. 
· Tingginya Permintaan akan Jasa Seksual dan Buruh Murah
Tingginya permintaan akan jasa seksual atau buruh murah dibeberapa sektor ekonomi tertentu dapat mendorong pelaku perdagangan untuk memenuhi permintaan tersebut. 
	Penting untuk memahami bahwa faktor-faktor ini sering kalio terkkait dan dapat berubah seiring waktu. Melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab dan memberikan pendekatan pencegahan yang holistic dapat membantu mengurangi resiko terjadinya Perdagangan Orang. 
2. Penyebab Terjadinya Praktek Perdagangan Orang
Praktek perdagangan orang terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor kompleks yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. 
Berikut adalah beberapa penyebab umum terjadinya praktek perdagangan orang : 
· Kemiskinan
Individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali menjadi target empuk bagi pelaku perdagangan orang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, dapat mendorong orang untuk mencari peluang ekonomi di tempat-tempat yang lebih beresiko. 
· Ketidaksetaraan Ekonomi
Ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkat resiko perdagangan orang. Ketidaksetaraan antara negara atau wilayah dapat memicu migrasi ekonomi yang tidak aman, dengan orang mencari pekerjaan di luar wilayah mereka dan menjadi rentan terhadap eksploitasi. 
· Konflik Bersenjata dan Krisis Kemanusiaan
Konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan dapat menciptakan situasi dimana orang mengungsi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dalam kondisi ini, mereka menjadi lebih rentan terhadap perdagangan orang, baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa. 
· Ketidakstabilan Politik dan Hukum
Ketidakstabilan politik dan hukum di suatu negara atau wilayah dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku perdagangan dapat beroperasi tanpa hambatan. Sistem yang lemah atau korupsi yang dapat memudahkan kegiatan perdagangan orang. 
· Korupsi dan Kelemahan Institusi
Korupsi di tingkat pemerintahan atau di Lembaga penegak hukum dapat melemahkan upaya untuk melawan perdagangan orang. Pelaku perdagangan sering dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum untuk menghindari penegakan hukum. 
· Permintaan akan Tenaga Kerja Murah
Tingginya permintaan akan tenaga kerja murah di beberpa sektor ekonomi dapat mendorong pelaku perdagangan untuk memanfaatkan kebutuhkan tersebut, terutama jika ketentuan kerja dan perlindungan terhadap hak pekerja minim. 
· Teknologi dan Komunikasi
Penggunaan teknologi, terutama internet dan media sosial, dapat memudahkan pelaku perdagangan dalam merekrut, memantau, dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. 
Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu daerah. Upaya pencegahan Perdagangan Orang harus mencakup pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini dan implementasi strategi yang holistic untuk mengatasi akar penyebabnya.[footnoteRef:21]  [21: https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=all, diakses pada tanggal 6 Januari 2024] 

C. Modus dan Ciri-Ciri Perdagangan Orang
1. Maksud dan Tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Untuk mempermudah memahami pengertian perdagangan orang seperti yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dilakukan dengan membagi pengertian tersebut ke dalam tiga komponen utama:
· Tindakan/Aktivitas
Mencakup unsur–unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. (catatan: tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen Tindakan/Aktivitas).
· Cara
Mencakup unsur–unsur: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara. (tidak harus memenuhi syarat semua unsur, cukup salah satu saja sudah termasuk komponen cara)
· Tujuan atau Maksud 
Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Meliputi tetapi tidak terbatas pada unsur–unsur: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.[footnoteRef:22] [22:  Human Trafficking. Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang -  Direktorat TP Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/475/mod_resource/content/1/12.%20Kejaksaan%20Agung%20RI%20-%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%20NTT%202019.pdf, diakses pada tanggal 6 Januari 2024] 

· Indikator Tindak Pidana Perdagangan Orang
Berkaitan dengan komponen tujuan atau maksud eksploitasi, patut dipahami, bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi. Apabila dapat dibuktikan bahwa ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat Pasal–Pasal dalam Undang–Undang TPPO. Misalnya, seorang perempuan yang ditawari pekerjaan sebagai pelayan restoran, ternyata dia ditempatkan di lokasi pelacuran. Meskipun dia belum melayani pelanggan dan berhasil diselamatkan, namun kasus itu sudah termasuk sebagai TPPO.
Dalam praktinya, seringkali penyidik sulit membuktikan adanya komponen maksud dan tujuan mengeksploitasi korban. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih keras dan kemampuan dari penegak hukum untuk membuktikan komponen maksud dan tujuan eksploitasi tersebut. Penyidik dapat melakukan penyidikan langsung baik ketempat asal maupun di tempat tujuan akhir korban, dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber seperti penduduk sekitar, organisasi kemasyarakatan yang peduli, aparat penegak hukum setempat dan lain – lain, apakah kegiatan tersebut sudah sering dilakukan oleh pelaku kejahatan.
Upaya memerangi TPPO dimulai dengan kecermatan kita mengenali indikator TPPO. Indikator – indikator dibawah ini, yang dilandaskan pada penyidik tindak pidana dapat membantu kita mengenali kasus–kasus TPPO dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah seseorang berpeluang menjadi korban.


2. Ciri–Ciri Umum Tindak Perdagangan Orang
a. Tidak menerima upah sebagai imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan atau dibayar hanya untuk sejumlah kecil dari yang seharusnya dia terima. 
b. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang dia terima atau harus menyerahkan sebagian besar upaya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja seseorang perantara, agen, majikan, atau dalam hal perdagangan orang untuk bisnis pelacuran pengelola bordil atau mucikari.
c. Adanya jeratan utang calon korban berkewajiban untuk membayar sejumlah uang (dengan jumlah yang berlebihan) kepada pihak ketiga (misalnya sebagai pengganti biaya “rekrutmen”, perolehan surat – surat identitas diri, biaya perjalanan, makanan, akomodasi, pakaian atau perlengkapan kerja lainnya), sebelum ia diperolehkan menerima dan mengelola sepenuhnya upah yang seharusnya diterima kepadanya dan atau sebelum ia diperbolehkan berhenti dan meninggalkan pekerjaan tersebut. 
d. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak, tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja atau penampungan dalam jangka waktu lama atau meninggalkan tempat tersebut tanpa didampingi orang lain, atau ditempatkan di bawah pengawasan terus menerus.[footnoteRef:23] [23:  Ibid.] 

e. Tidak diperbolehkan atau dilarang (dengan ancaman atau kekerasan) berhenti bekerja. 
f. Isolasi atau pembatasan kebebasan untuk mengadakan dan memelihara kontak dengan orang lain, seperti keluarga, teman-teman ataupun rekan–rekan kerja. 
g. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dan lain–lain. 
h. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak–anaknya jika ia tidak menuruti kehendak majikan atau menunjukkan sikap membangkang. 
i. Ancaman penggunaan kekerasan. 
j. Ditemukan tanda–tanda kekerasan fisik.
k. Diharuskan bekerja dalam keadaan yang sangat buruk dan atau harus bekerja untuk jangka waktu kerja yang sangat panjang. 
l. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dan lain–lain. 
m. Tidak mememang sendiri surat–surat identitas diri atau dokumen perjalanannya.
n. Menggunakan paspor atau surat identitas diri palsu yang disediakan oleh pihak ketiga.[footnoteRef:24] [24:  Ibid.] 

3. Ciri–Ciri Khusus Tujuan Eksploitasi Pelacuran
a. Mendapatkan bagian yang sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran. 
b. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari. 
c. Pengelola bordil atau pihak ketiga membayar ongkos transfer bagi calon korban dan atau menyerahkan sebagian dari penghasilan calon korban kepada pihak ketiga. 
d. Tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah–ubah.[footnoteRef:25] [25:  Ibid.] 

Indikator TPPO juga dapat disimpulkan dengan menganalisis uang yang berputar dalam industri tersebut. Indikasinya adanya TPPO tidak saja dapat kita peroleh dari keterangan calon korban atau saksi tindak pidana tersebut atau dari keterangan teman–teman atau anggota keluarga calon korban, melainkan juga dari situasi kongkrit kehidupan dan pekerjaan korban yang terungkap berkenan dengan pengawasan oleh petugas departemen tenaga kerja, kunjungan pemeriksaan bordil, penyidikan atau penyelidikan oleh aparat kepolisian dan lain –lain.
     Fakta bahwa orang yang berpeluang menjadi korban TPPO setuju atau sepakat menerima jenis pekerjaan tertentu (misalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pelacur atau pekerja seks) tidaklah sekaligus berarti bahwa ia tidak mungkin menjadi korban TPPO. Karena persetujuan korban tidak lagi menjadi penting jika cara–cara yang disebutkan dalam pengertian perdagangan orang (misalnya penipuan, kebohongan, dan lain–lain) telah terjadi, dan dapat dibuktikan adanya maksud dan tujuan eksploitasi, maka seseorang tersebut bisa dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. 
Fakta lainnya adalah, jika seseorang masuk ke dalam wilayah negara lain secara ilegal, tidak serta merta mengindikasikan bahwa seorang tersebut adalah korban TPPO. Masuknya seseorang secara ilegal apabila bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak mengalami eksploitasi maka orang tersebut bukanlah korban perdagangan orang. Dalam pengertian perdagangan orang, tidak dijelaskan proses perpindahan seseorang secara ilegal, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seseorang yang masuk secara legal atau mengikuti prosedur pun dapat berpotensi mengalami eksploitasi di negara tujuan. 


D. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang
Mempelajari kasus–kasus yang terungkap di media massa, bahwa fenomena perdagangan manusia tampaknya dapan dikelompokkan dalam beberapa kelompok.
1. Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga)
 Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik, seringkali sebelumnya mereka dibanjiri janji–janji dan kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga adalah fenomena yang telah lama berlangsung. Dari kasus yang terungkap, usia korban yang termuda adalah 11 (sebelas) tahun. Kegiatan penyeludupan dan perdagangan anak untuk kerja domestik adalah untuk memenuhi permintaan lokal dan internasional. Tujuan lokal pada umumnya kota – kota besar, seperti Makassar, Jakarta dan Surabaya, sementara itu tujuan internasional beragam, antara lain Brunei, Hongkong, Korea selatan, Taiwan, Emirat Arab dan Saudi Arabia.[footnoteRef:26] [26:  Publikasi Komnas Perempuan, Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta, 2001, hlm. 123.] 

2. Perdagangan perempuan dipekerjakan sebagai pengemis
 Kita mendapati bahwa di kota–kota besar sangat umum perempuan menyebar dijalanan sebagai peminta–minta.[footnoteRef:27] [27:  Komnas Perempuan, Peta kekerasan Pengalaan Perempuan Indonesia, Cet. 1, Jakarta, SGIFF CDA the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002, hlm. 139.] 


3. Perdagangan perempuan untuk narkoba
Satu bentuk eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan perempuan dalam berbagai bentuknya untuk peredaran napza. Fakta ini telah dibentuk kembali, perempuan yang dijerat dalam perdagangan dan penyeludupan tipe ini dapat berusia dini mulai dari usia 1 (satu) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.[footnoteRef:28] [28:  Ibid., hlm. 148.] 

4. Perdagangan perempuan untuk dipenjarakan sebagai pekerja seks
 Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendak sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh sebagai faktor yang melingkupi mereka. Perdagangan perempuan tampaknya menjadi sesuatu yang lumrah atau terbuka. Orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat kesemuanya ikut terlibat.[footnoteRef:29] [29:  Ibid., hlm. 142.] 

5. Perdagangan anak perempuan sebagai komsumsi fedopil
Eksploitasi anak oleh pedofil dapat terjadi dimanapun. kadang kala media membiarkan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa. Tetangganya, guru atau pihak–pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumen pedofil melibatkan jaringan tersendiri. Sangat rapi terorganisir.[footnoteRef:30] [30:  Publikasi Komnas Perempuan, Op. Cit, 2001 hlm. 135.] 


6. Perdagangan perempuan dalam bentuk “Perkawinan Trans–nasional”
Suatu fenomena yang mulai terungkap adalah bentuk perkawinan transnasional yang tampaknya bisnis sangat menguntungkan bagi pihak–pihak didalamnya. Sebagai contohnya adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan–perempuan keturunan China di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki “pemesan” dari Taiwan dan Hongkong.
Setiap tahunnya lebih dari 2.000 perempuan di Indonesia menikah dengan lelaki Taiwan dan memperoleh izin untuk pergi ke Taiwan untuk alasan perkawinan, penelitian berhasil memperlihatkan bahwa perkawinan yang dimaksud bukanlah bentuk perkawinan romantis emosional, melainkan bentuk pertukaran yang ditukarkan adalah pemenuhan ekonomi pihak–pihak yang “menyerahkan” atau memikat sang perempuan. Khususnya orang–orang yang terlibat dengan bisnis ini, dengan tubuh dan ke–seluruh dari perempuan. 
Disisi lain, Trafficking perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual mendatangkan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan obat. Sesuai dengan teks bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia serta penegasan HAM. Trafficking perempuan harus menjadi isu utama yang harus dihadapi.[footnoteRef:31] [31:  Andy Yentriyani, Skripsi: Trafficking Women Lewat Perkawinan Trans Nasional: Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Dunia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2000, hlm. 20.] 


E. Akibat – Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang
1. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang, misalnya pembantu rumah tangga yang tidak digaji selama bertahun–tahun.
a. Kekerasan mental terjadi Ketika korban terisolasi dari luar karena ia tidak dapat berhubungan dengan keluarga, teman maupun lawan jenis. Mendapatkan makian yang merendahkan martabatnya. 
b. Kekerasan fisik sudah terjadi Ketika seseorang harus bekerja diluar jam kerja, dipukul, dijambak selain bentuk yang lebih jelas seperti pemerkosaan. 
2. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat makin terpinggirkan sebagai korban perdagangan, karena tidak adanya penghormatan hak–hak asasi masyarakat khususnya hak asasi perempuan.
3. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan.
4. Mengakibatkan perempuan dan anak–anak perempuan terjebak dalam bisnis pelacuran.
5. Stigmasiasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.[footnoteRef:32] [32:  Koalisi Perempuan Indonesia, Op. Cit., 2008 hlm. 4-5.] 

 		Akibat yang ditimbulkan oleh Trafficking sangat besar dampaknya terhdap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, perempuan dan anak merasa dirinya sudah tidak berharga lagi karena hak asasinya sebagai manusia sudah dirampas. Merekapun harus menerima berbagai stigma yang buruk dari masyarakat, dan arena stigma itu pula bisa menghambat perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya.
F. Upaya atau Cara Penanggulangan Perdagangan Orang
1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Preventif (Pencegahan)
Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau Trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
a. Pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. 
b. Peningkatan Pendidikan masyarakat, khususnya Pendidikan alternatif bagi anak – anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. 
c. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas – luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. 
d. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesbilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh Pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial. Cara–cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata.[footnoteRef:33] [33:  Tri Wahyu Widiastuti, Op. Cit.,  2010, hlm. 113.] 

Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh faktor pemerintah, swasta, LSM, badan–badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara–cara tersebut, Langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk meminimalisir prektek Trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat – syarat TKI. Dalam hal ini banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan Trafficking.[footnoteRef:34] [34:   Ibid.] 

Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdaganan orang akan sia–sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan perbuatannya.
Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1% kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di Pengadilan. Padahal Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 Tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.[footnoteRef:35] [35:  Suci Maliya Fransiska, Skripsi: Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021, hlm. 69.] 

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat–beratnya. Hukuman selama 5 (lima) Tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara selama 15 Tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. 
Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.[footnoteRef:36]  [36:  Ibid., hlm. 70] 

Dalam pandangan hukum islam, perbudakan juga dilarang. Salah satu misi dakwa ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan, yaitu dengan memasukkan budak (Riqab) dan orang yang dililit hutang sebagai pihak–pihak yang berhak menerima zakat. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasa dari keluarga yang miskin dan berada dalam kelas ekonomi yang rendah. Sehingga korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya berhak mendapatkan zakat.
Pandangan Islam ini perlu ditransformasikan untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang secara praktis. Meski tidak dalam pengertian memberikan zakat secara langsung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, namun yang pasti solusi tersebut dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara umum. Solusi yang dimaksud adalah mengfungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program–program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang[footnoteRef:37] [37:  Tri Wahyu Widiastuti, Op. Cit., 2010, hlm. 114-115.] 

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Represif (Penindakan)
Penanggulangan Represif menurut pendapat Bambang Purnomo, yaitu Tindakan dari petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari Tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian diteruskan pemeriksaan sidang oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar dan aturan hukum yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.[footnoteRef:38] [38:  Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, Yogyakarta, Amarta Buku, 1984, hlm. 90.] 

Dengan kata lain, upaya ini merupakan upaya–upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi Tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sampai dengan dilaksanakannya putusan pidana. 
Di dalam pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa proses penyidikan adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang–Undang ini, guna mencari serta mengumpulkan bukti, sebab dengan bukti membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi dalam tahapan penyidikan ini, titik berat tekanannya diletakkan pada Tindakan–Tindakan mencari serta mengumpulkan bukti–bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.[footnoteRef:39] Sesuai dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa polri adalah salam satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  [39:  Sabda S. Rumondor, Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. Lex Privatum, 2017, hlm. 124.] 

Dalam penanganan korban perdagangan orang terutama korban dari eksploitasi seksual, mensyaratkan agar dilakukannya dengan penanganan khusus. Pasal 45 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyebutkan bahwa untuk melindungi saksi korban di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk dibentuk Ruang Pelayanan Khusus yang saat ini disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam kantir kepolisian. Lebih lanjut lagi dalam pengaturannya menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, unit tersebut bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Pasal 4 menyatakan bahwa fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini, sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; 
b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.
     Oleh sebab itu disetiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang mempunyai keahlian khusus untuk dapat menangani tindak pidana perdagangan orang ini, khususnya terhadap korban eksploitasi seksual. Penyidik harus memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan duduk permasalahannya yang di hadapi oleh korban atau mereka yang diduga sebagai korban tindak pidana. 
Sebab dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak penyidik, korban hendak menyampaikan laporan perihal tindak pidana yang dialaminya, disamping itu penyidik telah terbiasa bekerja sama dengan Lembaga–Lembaga yang dapat menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban, baik dari Lembaga Swadaya masyarakat dari instansi pemerintah terkait lainnya. Keterangan korban yang diberikan saat tingkat penyidikan adalah merupakan sebagai bukti awal secara formal untuk dapat memulai suatu proses pemeriksaan perkara. Keterangan tersebut diproses secara profesional, dengan kehati–hatian dan kecamatan. Laporan atau aduan yang dilakukan oleh korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja untuk mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan yang sudah berjalan, sebab tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman bagi kepentingan umum. 
 Adapun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk dihentikannya proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Proses penyidikan ini merupakan kompetensi bagi pihak penyidik, termasuk untuk menhentikannya, berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua unsur, yaitu :
a. Untuk menegakkan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik bekesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan pinyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan, penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum. 
b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.[footnoteRef:40] [40:  Yahya Harahap, Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm 150.] 

     Selanjutnya secara singkat mengenai alat bukti menurut Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 
1. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: 
1) Tulisan, suara, atau gambar;
2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.[footnoteRef:41] [41:  Helend Jeniv Anggraina Singkoh, etc,  Pembuktian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pemeriksaan di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Lex Crimen, 2021, hlm. 181] 

Dalam ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 29 huruf (b) tersebut, misalnya data yang tersimpan dalam komputer, telepon atau peralatan elektronik lainnya atau catatan lainnya seperti:
a. Catatan rekening bank, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
b. Catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang–Undang ini; atau
c. Dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti – bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak–pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.[footnoteRef:42] [42:  Ibid.] 


BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum postif yang berlaku. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dikaji.[footnoteRef:43] [43:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 29.] 

B. Jenis dan Sumber Hukum
     Penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penelitian ini . 

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar “asas-asas hukum”, pandangan para ahli hukum “doktrin”, hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, pendapat para ahli.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dipergunakan penulis yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.[footnoteRef:44] [44:  Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm. 61.] 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan yaitu dengan melihat, mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan, buku-buku, mengakses melalui internet dan Putusan No. 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan.  
Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya diolah dengan cara kualitatif, yaitu pengolahan data dengan menggunakan kata-kata dan kalimat sehingga diperoleh bahasa yang sistematis dan mudah dimengerti.

D. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum dilakukan dengan cara kritis, logis, dan sistematis. Dengan langkah langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian pemecahan masalah dalam penelitian ini.  










BAB IV
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2023/PN Mks. 
Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melibatkan pengaturan substansial dasar hukum untuk menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang, menetapkan sanksi bagi pelaku, dan menjamin hak-hak korban. Penerapan hukum pidana materil terhadap perdagangan orang memerlukan perhatian khusus terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan korban. Selain itu, dan negara-negara adalah kunci untuk memberantas perdagangan orang secara efektif. 
Dalam konteks perdagangan orang, hukum pidana materil digunakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang dianggap sebagai kejahatan perdagangan orang, serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Penerapan hukum pidana materil yang efektif terhadap pelaku perdagangan orang merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban. Ini membutuhkan Kerjasama antarlembaga, pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
Berikut adalah penjelasan tentang komponen-komponen penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang: 
a. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang harus memberikan definisi yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang. Definisi ini harus mencakup elemen-elemen seperti perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi.
b. Penetapan Sanksi Pidana
Menetapkan sanksi pidana yang sesuai dengan keparahan tindak pidana. Ini bisa mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi pidana lainnya yang relevan.
c. Tingkat Kejahatan
Mengklasifikasikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan tingkat kejahatan. Misalnya, membedakan antara perdagangan orang tingkat rendah dan tingkat tinggi berdasarkan faktor-faktor seperti kekerasan, eksploitasi seksual, atau kerja paksa. 
d. Tanggung Jawab Pihak Ketiga
Menetapkan tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perdagangan orang, seperti agen perantara atau pemberi kerja yang mengeksploitasi korban. 
e. Perlindungan Korban
Memberikan ketentuan hukum memestikan perlindungan korban perdagangan orang. Ini bisa mencakup hak untuk perlindungan fisik, bimbingan hukum, rehabilitasi, dan pengakuan status khusus bagi korban. 
f. Tindakan Investigatif dan Penuntutan 
Memberikan wewenang kepada apparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus perdagangan orang, termasuk wewenang melakukan penyadapan atau penggerakan jika diperlukan dan menetapkan prosedur penuntutan yang efektif dan adil terhadap pelaku, melibatkan penyelenggaraan sidang yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 
g. Beberapa Jenis Perdagangan Orang
Mengakui dan mengkategorikan berbagai jenis perdagangan orang, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perdagangan organ, dan memberlakukan sanksi yang sesuai untuk setiap jenis tindak pidana.
h. Tindakan Pencegahan 
Menetapkan Langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, termasuk kampanye Pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat yang rentan.
i. Kerjasama Internasional
Memasukkan ketentuan hukum yang mendukung Kerjasama Internasional dalam penegakan hukum perdagangan orang. Ini dapat mencakup ekstradisi dan koordinasi antarnegara. 
j. Ketentuan Khusus untuk Perlindungan Anak
Menyediakan perlindungan khusus dan sanksi yang lebih berat untuk pedagangan orang yang melibatkan anak-anak.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penyidik yang menangani perkara tersebut dapat diketahui bahwa korban tindak pidana perdagangan orang sebagian besar didominasi terhadap wanita dengan iming-iming sejumlah uang. Adanya iming-imingan sejumlah uang terhadap korban yang selanjutnya korban menerima tawaran tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa terjadinya tindak perdagangan orang karena didominasi oleh faktor ekonomi yang lemah dari pihak korban. 
Menurut pandangan teori feminist marxist, wanita menjadi pihak yang tertindas karena situasi dan tuntutan ekonomi. Hal inilah yang kemudian memaksa para wanita tersebut, akhirnya menjadi seorang pekerja seks.
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 
Namun, dalam fenomena yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, dimana wanita sebagai korban eksploitasi seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) melaui aplikasi Michat, penulis berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan sebagai pekerja seks komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. 
Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, dibutuhkan paparan terlebih dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan hukum (Legal Reason) dari pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.
0. Posisi kasus
Pada Awalnya terdakwa sudah mengenal anak korban Wahyuni  Larasati Nurcahaya (14 tahun) perkenalan sekitar 7 (tujuh) hari di Facebook sekitar bulan November 2022 namun baru pertama kali bertemu pada tanggal 2 Oktober 2022 yang mana hubungan terdakwa dengan anak korban berstatus  berpacaran. 
Selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bersama-bersama dengan saksi Fahri menjemput anak korban untuk bertemu didepan lorong, terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik teman terdakwa. 
Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Bahagia dijalan Buru untuk menginap yang mana saat itu terdakwa diantar oleh sdra. Mas’ud Alias Ical sedangkan saksi Fahri pulang kerumahnya, terdakwa dan anak korban menginap Di Hotel Bahagia  dikamar 108, Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa langsung Check in dengan menggunakan KTP sdra. Mas’ud Alias Ical. 
Selanjutnya sdra. Mas’ud Alias Ical pulang, terdakwa menyuruh anak korban tidur dan terdakwa turun kelantai dasar dan bertemu saksi Sumar salim Lewa (Security hotel), Pada saat itu terdakwa berkata kalau tidak ia tidak  punya lagi uang untuk makan dan membayar sewa kamar hotel sehingga saksi Sumar salim Lewa (security hotel) berkata mau Muttu (berhubungan badan/bersetubuh) dengan anak korban dan  bersedia untuk membayarnya sehingga terdakwa langsung menuju kekamar untuk memberitahukan kepada anak korban tentang kemauan saksi Sumar salim Lewa (security hotel) saat itu terdakwa sempat  membujuk anak korban agar mau melayani saksi Sumar Salim Lewa (security hotel) berhubungan badan supaya dapat membayar sewa kamar dan membeli makan dan akhirnya anak korban pun mau. 
Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sumar Salim Lewa (security hotel) untuk naik kekamar 108 dan berhubungan badan dengan anak korban, setelah berhubungan badan, saksi Sumar Salim Lewa (security hotel) memberikan uang sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada anak korban. 
Setelah berhubungan badan tersebut, saksi Sumar Salim Lewa (security hotel) keluar kamar dan bercerita-cerita lagi dengan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Sumar Salim Lewa (security hotel) untuk menggunakan handphonenya untuk menawarkan jasa anak korban untuk (berhubungan layaknya suami istri) dengan laki-laki lain dengan menggunakan aplikasi MiChat,  dan saksi Sumar Salim Lewa (security hotel) pun menerima permintaan terdakwa dengan meminta imbalan dan terdakwapun menyetujuinya,  Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan anak korban memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan. 
Setelah kembali membeli makan maka terdakwa tidur bersama dengan anak korban didalam kamar 108 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wita dihotel Bahagia  kamar 108 Jl. Buru No. 23-25 Kota Makassar, terdakwa menyuruh anak korban untuk melayani laki-laki lain untuk berhubungan badan, karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sewa kamar hotel dan juga membeli makan. 
Setelah beberapa saat, anak korban akhirnya mau dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita saat saksi Sumar Salim Lewa (security hotel)  masuk kerja, terdakwa meminjam handphonenya dan kembali membuat foto seluruh badan anak korban kemudian mendwonload ke aplikasi MiChat setelah itu memasang foto anak korban dan namanya diaplikasi MiChat tersebut dengan menggunakan nama “INCES”. 
Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita ada beberapa pesan yang masuk di aplikasi MiChat yang hendak (berhubungan badan/bersetubuh) dengan anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya mulai dari hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 anak korban  melayani 4 tamu, hari Selasa 3 tamu, hari Rabu 3 tamu, hari Kamis 3 tamu, 1 tamu di Hotel Novotel dan 1 lainnya pegawai hotel bernama saksi Akbar, hari Jumat sore anak korban melayani 4 tamu karena dipagi hari anak korban sakit demam, pada hari Sabtu malam minggu tanggal 8 Oktober  2022 setelah melayani saksi Akbar, anak korban hendak melarikan diri, namun di depan hotel terdakwa menarik lengan anak korban ke lobby hotel kemudian menyuruh anak korban tetap tenang didalam kamar, hari Minggu 3 tamu, hari Senin 2 tamu, hari Selasa 2 tamu. 
Anak korban tidak mengenal tamu-tamu tersebut kecuali saksi Salim (security hotel bahagia) dan Sekitar pukul 12.30 Wita anak korban mendapatkan tamu sebanyak satu kali, adapun anak korban dijual oleh terdakwa berkisar Rp.100.000.,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) semua uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak ada yang diberikan kepada anak korban, dan keuntungan secara materil yang diperoleh dari hasi tersebut sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah). 
Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/2173/X/2022/Forensik  tanggal 11 Oktober  2022 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Wahyuni Larasati Nur Cahaya, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : Tanda tanda penetrasi yang sudah lama: Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 11, 12, 1 dan 6 sampai dasar akibat trauma tumpul.
Ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8 tidak sampai dasar, Tanda-tanda penetrasi yang baru : serambi kemaluan lecet kemerahan pada arah jam 6 dan jam 8. [footnoteRef:45] [45:   Farhan Firdaus Alias Daus Alias Nyong Bin Maskur, Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, Pengadilan Negeri Makassar, 17 April 2023] 

0. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaaan biasa tanggal 06 Februari 2023 Nomor : B-21/P.4.10.3/Eku.2.02/2023, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan kumulatif sebagaimana yang telah kami bacakan pada awal persidangan dengan melanggar pasal :
Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Atau 
Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. 
Dan 
Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. 
Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar. [footnoteRef:46]  [46:   Ibid] 

0. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, 
MENUNTUT
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Farhan Firdaus alias daus alias Nyong Bin Maskur, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia,” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  ....D a n  “  dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak  (Perempuan wahyuni Larasati Nurcahaya 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farhan Firdaus alias daus alias Nyong Bin Maskur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000.00.-(lima milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. 1 (satu) lembar pakaian dalam warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kutang / bra warna biru;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna orange;
4. 1 (satu) lembar celana pendek;
5. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
Barang bukti dikembalikan kepada korban Wahyuni.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 17 April 2023. [footnoteRef:47] [47:   Ibid] 

4. Amar Putusan
Adapun Amar Putusan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks yakni sebagai berikut : 
1. Terdakwa, Farhan Firdaus Alias Daus Alias Nyong Bin Maskur, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, penyekapan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan, sebagaimana dakwaan kumulatif. 
2. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Apabila denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 4 bulan. 
3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Terdakwa ditetapkan tetap ditahan. 
5. Barang bukti berupa pakaian dalam warna Hitam, kutang/bra warna Abu-abu, serta baju kaos warna Orange, celana pendek, celana Panjang jeans warna Abu-abu, serta baju kaos warna Hitam, akan dikembalikan kepada saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya. 
6. Terdakwa diminta membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Burhanuddin, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, SH. MH., dan Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., 
Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herlina,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; [footnoteRef:48] [48:   Ibid] 

5. Komentar Penulis
Hukum pidana materil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggung jawabanya. Hukum pidana materil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.
Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum telah
menguraikan beberapa ketentuan pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang maupun dalam KUHP yang dapat didakwakan kepada terdakwa FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR atas pelanggaran yang dilakukan. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada
terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menangani perkara tersebut, penulis berpandangan bahwa penyidik sebagai salah satu aparat yang memegang peranan penting dalam memeriksa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang telah berupaya untuk menegakkan hukum pidana materiil, dimana walapun UU PTPPO merupakan (Lex Specialis) dari hukum yang mengatur mengenai perdagangan orang, namun dalam hal ini penyidik tidak hanya dibatasi oleh UU PTPPO. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban perdagangan orang yang masih di bawah umur, penyidik tetap mengacu pada UU Perlindungan Anak, khususnya dalam hal pemeriksaan yang memerlukan adanya pendampingan dari orang tua ataupun pihak dari Lembaga Perlindungan Anak. Hal ini merupakan suatu berntuk perlindungan dan perlakukan khusus yang diberikan kepada korban yang masih di bawah umur.
Selanjutnya, apabila ditinjau dari tindakan jaksa penuntut umum, dimana berdasarkan dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, terdapat 2 (dua) dakwaan yang dianggap paling penting terbukti yakni dakwaan Kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang dan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam kasus yang penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks telah ditemukan suatu fakta berdasarkan sidang di pengadilan bahwa FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak (Wahyuni Larasati Nurcahaya) yang kemudian dijual sebagai pekerja seks komersil (PSK) dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak  (Wahyuni Larasati Nurcahaya) untuk melakukan persetubuhan dengannya.
Yang menjadi korban dari Terdakwa adalah anak di bawah umur yang masih berusia 14 tahun, sehingga dengan demikian, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Hukum, hakim kemudian menjatuhkan pasal berlapis, dimana FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR terbukti  melanggar  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Adapun hukuman yang diberikan FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR adalah pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Herlina, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, menjelaskan bahwa Pasal yang dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang dan dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan bahwa FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR. 
Menurut pertimbangan jaksa penuntut umum telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Selanjutnya dikenakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak karena korbannya adalah anak dibawah umur. [footnoteRef:49] [49:   Wawancara dengan Herlina, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, (Makassar, 12 Februari 2024)] 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak dilakukan sendirian melainkan dibantu dengan orang lain yaitu Saksi Sumar Salim Lewa (berkas perkara terpisah), walaupun adanya unsur pembantuan dalam mewujudkan tindak pidana tetapi Jaksa Penuntut Umum melakukan melakukan pemisahan berkas perkara tindak pidana (Splitsing), sehingga dilakukan penuntutan terpisah. 
Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR menjatuhkan dakwaan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menurut pandangan penulis, penerapan sanksi pidana materil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena apabila ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu sendiri serta Undang-undang Perlindungan Anak semuanya telah terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan;







B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan No.91/Pid.Sus/2023/PN Mks. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (Ex Aequo Et Bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. [footnoteRef:50] [50:   Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 140] 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks, yaitu sebagai berikut :
1. Pertimbangan Hakim
Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang  adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk  bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error In Persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang  telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
Menimbang, bahwa unsur kedua yang apabila salah satu unsurnya terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;
Menimbang, bahwa kesengajaan (Dolus) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya., dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan  dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya. 
Kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dimana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbunya akibat dari perbuatan itu., 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet Als Zekerheldsbewustijn) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis), yaitu Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ingin ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;
Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya pernah disetubuhi oleh Terdakwa hingga beberapa kali, dimana kejadian pertamanya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wita yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat Pekuburan China Antang, lalu kejadian yang  kedua hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022  sekitar pukul 21.00 Wita sampai hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi di Hotel Bahagia. 
Bahwa selain Terdakwa yang menyetubuhi Saksi juga Terdakwa menjual/memperdagangkan Saksi kepada temannya yang bernama Ical serta Security Hotel yang bernama Sumar Salim, sementara Akbar yang merupakan anak magang di Hotel Bahagia mencarikan tamu (Pelanggan) untuk Saksi berhubungan badan melalui aplikasi Michat lewat Handphone Sumar Salim dan Handphone Akbar. 
Bahwa saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya  menginap di Hotel Bahagia selama 9 hari yaitu dari Hari Minggu Malam tanggal 2 Oktober 2023 sampai hari Selasa subuh tanggal 11 Oktober 2023 dan selama 9 (sembilan) hari pergi bersama Terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya sebanyak 7 kali yaitu dipekuburan China Antang 1 (satu) kali dan di Hotel Bahagia Jalan Buru Kota Makassar sebanyak  6 (enam) kali, kemudian Terdakwa telah menjual saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya lewat online dengan mendownload aplikasi MiChat lewat Handphone dan setelah itu memasang foto saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya diaplikasi MiChat  dengan nama samaran INCES dan setelah itu ada sekitar 34 (tiga puluh empat) orang laki-laki yang menghubungi Terdakwa untuk berhubungan badan dengan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya. 
Dimana Terdakwa memaksa saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya untuk melayaninya dengan cara berhubungan badan dan Terdakwa juga yang menentukan tarif/harga yang harus dikeluarkan untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya dan uangnya diambil oleh Terdakwa dan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya hanya dibelikan makanan dan minuman saja dan akibat kejadian tersebut saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya mengalami trauma dan rasa sakit karena infeksi pada kemaluannya (vagina)  dan sampai sekarang saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya masih minum obat untuk penyembuhan kemaluannya tersebut. 
Bahwa saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya mau melayani tamunya untuk berhubungan badan tersebut, karena Saksi dipaksa oleh Terdakwa dan diancam mau dipukul kalau tidak mau berhubungan badan dengan laki-laki yang menghubunginya;
Menimbang, bahwa keterangan Saksi Iin Darmawati yang merupakan Ibu Kandung saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya dan juga keterangan saksi Erika Dita Nanda yang merupakan Kakak Kandung saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa telah membawa pergi saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya ke Hotel Bahagia yang terletak di Jalan Buru Makassar tanpa sepengatahuan orang tua dan kaka saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya, dimana Terdakwa telah menyekap saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya selama 10 (sepuluh) hari di Hotel Bahagia tersebut tanpa memberitahukan kepada orang tua dan kakak saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya dan juga telah menjadikan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya sebagai budak seks karena dipaksa melayani laki-laki pesanan Terdakwa.
Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ardi Anugrah yang merupakan Karyawan/Resepsionis pada Hotel Bahagia yang terletak di Jalan Buru Makassar yang mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya telah tinggal di dalam kamar hotel tersebut dalam beberapa hari;
Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa pernah menyetubuhi saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya pertama kali pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Pekuburan China, kemudian Terdakwa membawa saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya ke Hotel Bahagia di Jalan Buru Makassar, lalu saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya kemudian disetubuhinya berkali-kali, lalu Terdakwa kemudian menjual saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya untuk melakukan prostitusi online di aplikasi MiChat, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sewa kamar dan uang makan selama menginap bersama dengan Wahyuni Larasati Nurcahaya di Hotel Bahagia. 
Dimana Terdakwa sendiri yang menjadi operator atau yang mencari tamu untuk Wahyuni Larasati Nurcahaya diaplikasi MiChat tersebut dan Terdakwa  juga yang memutuskan berapa harga yang harus dikeluarkan untuk melakukan hubungan badan (MUTTU) dengan Wahyuni Larasati Nurcahaya, dimana Terdakwa membujuk dan mengancam Wahyuni Larasati Nurcahaya untuk melayani tamu untuk melakukan hubungan badan (MUTTU) dengan Wahyuni Larasati Nurcahaya;
Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam handphone sdra. SALIM dan memfoto badan Wahyuni Larasati Nurcahaya kemudian mendwonload aplikasi MiChat setelah itu memasang foto badan Wahyuni Larasati Nurcahaya dan namanya diaplikasi MiChat tersebut adalah INCES, lalu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita ada pesan yang masuk di aplikasi MiChat yang hendak berhubungan badan (MUTTU) dengan Wahyuni Larasati Nurcahaya dengan kesepakatan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
Kemudian Terdakwa memberitahu Wahyuni Larasati Nurcahaya kalau akan datang laki-laki yang mau MUTTU dengannya dengan bayaran sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang ke hotel Bahagia dan saat bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh laki-laki tersebut masuk kekamar 108 tempat Wahyuni Larasati Nurcahaya berada dan sekitar 5 (lima) menit didalam kamar, laki-laki tersebut keluar kamar dan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mengetahui kalau Wahyuni Larasati Nurcahaya telah berhungan badan sebanyak satu kali dengan laki-laki tersebut, dimana uang pembayarannya dibelikan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan juga membayar sewa kamar sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berpindah kamar ke kamar 208. 
Sekitar pukul 21.00 wita kembali Wahyuni Larasati Nurcahaya melayani tamu dengan bayaran Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Wahyuni Larasati Nurcahaya mendapat tamu dengan bayaran Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperti biasa Terdakwa mengambil uang bayaran dari tamu yang ingin MUTTU dengan Wahyuni Larasati Nurcahaya tersebut, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Wahyuni Larasati Nurcahaya mendapat tamu dengan bayaran sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Wahyuni Larasati Nurcahaya mendapat tamu dengan bayaran Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperti biasa Terdakwa mengambil uang bayaran dari tamu yang ingin MUTTU dengan Wahyuni Larasati Nurcahaya tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/2173/X/2022/Forensik  tanggal 11 Oktober  2022 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Wahyuni Larasati Nur Cahaya, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : Tanda tanda penetrasi yang sudah lama: Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 11, 12, 1 dan 6 sampai dasar akibat trauma tumpul. Ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8 tidak sampai dasar. Tanda-tanda penetrasi yang baru : serambi kemaluan lecet kemerahan pada arah jam 6 dan jam 8;
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memperdangangkan saksi  Wahyuni Larasati Nurcahaya dengan menjual kepada laki-laki lain dengan maksud untuk disetubuhi dan uang hasil persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya diambil oleh Terdakwa, dimana saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya mau melakukan hal tersebut karena telah dipaksa dan diancam oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah masuk dalam rumusan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang; dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 


1) Setiap Orang
2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Perempuan wahyuni Larasati Nurcahaya yang masih berumur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa telah mengakui sendiri kalau telah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya, dimana sebelumnya saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun Terdakwa telah membujuk saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya dengan berkata “tanggung jawabnya kalau ada apa apanu” (saya bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan kamu/hamil).
Kemudian  Terdakwa langsung mencium pipi dan leher Saksi dan setelah itu Terdakwa membaringkan Wahyuni Larasati Nurcahaya dikeramik/tehel kuburan China, namun Wahyuni Larasati Nurcahaya melawan dengan cara meronta, tapi karena Terdakwa menindih bahu Wahyuni Larasati Nurcahaya sehingga Wahyuni Larasati Nurcahaya tidak bisa goyang karena tidak bisa lepas, jadi Wahyuni Larasati Nurcahaya marah sambil berkata kepada Terdakwa kata-kata kasar yaitu “Anak Sundala”. 
Namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan mengangkat baju Wahyuni Larasati Nurcahaya sampai kedada dan setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Wahyuni Larasati Nurcahaya dan menurunkannya sampai kelulut dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya juga sampai lutut, kemudian Terdakwa berjongkok didepan Wahyuni Larasati Nurcahaya kemudian mengangkat kedua kaki Wahyuni Larasati Nurcahaya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Wahyuni Larasati Nurcahaya kemudian Terdakwa melakukan gerakan kedepan dan belakang beberapa kali setelah itu Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dari vagina Wahyuni Larasati Nurcahaya dan mengeluarkan air maninya dipaha sebelah kiri Wahyuni Larasati Nurcahaya. 
Hal tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/2173/X/2022/Forensik  tanggal 11 Oktober  2022 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang dan dakwaan ketiga dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kumulatif tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan  yang  memberatkan:
· Bahwa perbuatan Terdakwa membuat masa depan korban menjadi rusak hingga korban menjadi trauma; 
Keadaan yang meringankan:
· Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali pebuatannya;
· Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;



2. Amar Putusan 
Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang Pasal dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terdakwa, Farhan Firdaus Alias Daus Alias Nyong Bin Maskur, dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, penyekapan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan, sebagaimana dakwaan kumulatif.
2. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Apabila denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 4 bulan.
3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Terdakwa ditetapkan tetap ditahan.
5. Barang bukti berupa pakaian dalam warna hitam, kutang/bra warna biru, baju kaos warna orange, celana pendek, celana panjang jeans warna abu-abu, serta baju kaos warna hitam, akan dikembalikan kepada saksi Wahyuni Larasati Nurcahaya.
6. Terdakwa diminta membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
i. Komentar Penulis
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 
Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan penyekapan dan Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang Pasal dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa, Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 
Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangakan dan menjatuhkan putusan. Bahwa bahwa dalam menerapkan hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. [footnoteRef:51] [51:   Wawancara dengan Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, (Makassar, 12 Februari 2024)] 

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.[footnoteRef:52] Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa membuat masa depan korban menjadi rusak hingga korban menjadi trauma. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali pebuatannya dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. [52:   Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya,
Bandung, PT. Alumni, 2007, hlm. 16.] 

Perbuatan terdakwa tentunya telah melanggar norma-norma dalam masyarakat khususnya norma kesusilaan, dimana tindakan melakukan perdagangan wanita dengan cara memperkerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan salah satu tindakan asusila. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.[footnoteRef:53]  [53:   Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1999, hlm. 34] 

Namun, beranjak dari pendapat yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, penulis berpendapat bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan tidak hanya termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat melainkan juga pelanggaran terhadap kesusilaan termasuk juga suatu tindakan yang menodai dan bertentangan nilai-nilai agama, Allah Swt berfirman yang artinya “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah bahwa kemuliaan manusia yang Allah Swt berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. 
Kemudian, dengan nikmat itu manusia mendapatkan taklif (tugas) syari’ah seperti yang telah dijelaskan oleh mufassirin dalam penafsiran ayat tersebut di atas. Maka hal tersebut berkonsekuensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. 
Imam al-Qurthubi berkata mengenai tafsir ayat ini “….dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan,…”.
Selain itu, tindakan yang mengeksploitasi anak dibawah umur juga sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, dimana anak dibawah umur seharusnya masih memiliki kewajiban untuk menempuh pendidikan guna untuk mencapai masa depannya, bukan dijadikan sebagai pekerja seks komersial untuk memperoleh keuntungan, sehingga perdagangan anak di bawah umur yang dilakukan FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR telah merusak masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan bentuk pelanggaran dan dampak yang akan ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh FARHAN FIRDAUS Alias DAUS Alias NYONG Bin MASKUR.


















BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan hukum pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apabila ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu sendiri serta Undang-undang Perlindungan Anak semuanya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum serta fakta-fakta di persidangan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus /2023/PN Mks sudah tepat dimana hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dimana dalam Putusan tersebut hakim tetap berpedoman berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan teori hukum pidana.
B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :
1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek Trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

3. Kepada orang tua agar memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul serta Memberikan pendidikan agama yang baik dalam keluarga seseuai dengan Al-qur’an dan Al-hadist serta tuntunan Nabi dan Rasul.
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